BAB IV
ANALISISREFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PASAL 2AYAT 2UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)

A. Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor Tentang Hukumitati Bagi Koruptor
Menurut Hukum Islam.
1. Regulasi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups

Kompleksitas tindak pidana korupsi tidak saja memupembaharuan
metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dilb@rya suatu lembaga baru
di dalam upaya pemberantasanhya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memiasraindak
pidana korupsi, baik bersifgireventif maupunrepresif Bahkan peraturan
perundang-undangan korupsi sendiri telah mengabelmerapa kali perubahan,
sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militean®oPRT/PM/011/1957
tentang Pemberantasan Korupsi kemudian digantiadeRgraturan Penguasa
Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/33/ltentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatampsk Pidana dan
Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar PenmatBemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang PengusiRanuntutan,
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi bgd#ndang dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, sdiaygu digantikan
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Ranthsan Tindak
Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan ddgeUndang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangpkioyang selanjutnya
diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sdaidikeluarkan juga
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Reambtasan Tindak
Pidana Korupsi (KPKJ.

! Chaerudin (et all)Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidéoraipsi
Bandung : PT Refika Aditama, 2008, him. 17
? Ibid.
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Nampaknya upaya-upaya yang telah dilakukan selamzelum juga
memuaskan masyarakat, karena itu tudingan mirimgsd@otan tajam tetap
saja diarahkan kepada institusi penegak hukum, imaskkita tahu bahwa
instrumen pidana hanya bersig&tnptomatikmengingat berbagai faktor yang
menstimulasi terjadinya tindak pidana korupsi, yaefparusnya turut juga
ditanggulangi secara komprehersif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAPgsal 17 PP No.
27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 3LiT4899 Jo. UU No.
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidan#$i jo. Pasal 44
ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undartzang No. 30 Tahun 2002
tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koropg$fasal 30 huruf d
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksadalah salah satu
institusi penegak hukum yang masih diberi wewenmaetakukan penyidikan
dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.abipsng itu, Kepolisian
Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KRkbA Pasal 14 ayat (1)
huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Naggepublik Indonesia
dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi {KB&hkan KPK tidak
saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetagajdapat melakukan
penuntutan sendiri terhadap tindak pidana kortipsi.

Selaku Jaksa Agung, MA Rachman, dalam upaya |ebémawxu
kinerja jajaran kejaksaan dalam Pemberantasan &iorupp awal masa
jabatannya telah mengeluarkan Surat Edaran Nont008/A/J.A/11/2004
tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Panand?erkara-Perkara
Tindak Pidana korupsi se-Indonesia, yang pada pokoknenginstruksikan:
a. Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang maddén di seluruh

Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam waktui@aftbulan;

* Ibid., him. 18, Simptomatikartinya hanya menangani penyelesaian gejala atsaleh-

masalah di permukaan sebagai akibat dari suatulahagang lebih prinsipil. Pendekatan ini,
secara sekilas bisa jadi akan memuaskan karendididtlia melihat lagi masalahnya itu namun
secara esensial ia belum selesai dan potensialuhlagi sewaktu-waktu. Jadi pendekatan ini
mungkin menarik karena mudah terlihat karena ituhémya bagus dan bermanfaat untuk
sementara waktu (http://riau2020.wordpress.com/208/simptomatis-vs-sistemik/).

* Ibid.
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b. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatismasyarakat
(menyangkut pejabat negara, legislatif/feksekutif auat tokoh
masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiamt@ayadalam waktu 1
(satu) bulan ini segera melaporkan perkembangakapada Kejaksaan
Agung; dan Kejati serta Kejari bertanggung jawaihadap keberhasilan
penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara-pari@dana khusus,
antara lain pemberkasan perkara, penyusunan suedt-glakwaan,
requisitoir,> memori banding, kasasi dan kontra memorinya, sakusi
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukuap t@gt kracht van
gewijsde dalam waktu secepatnya,;

c. Terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai teesaatgki terdakwa
dalam perkara tindak pidana korupsi, sesegera nmingkakukan
pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke heayeri;

d. Untuk memberikan efek jeraléterrent effe¢tdan daya tangkapfevency
effec), telah diinstruksikan kepada Kejati dan Kejaraatdak ragu-ragu
menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepeld&ku korupsi,
bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukumaeti, bilamana
perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2)NoU31 Tahun 1999
Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanaKirftidana
Korupsi® sebagaimana dinyatakan dalam penjelasannya, bsivedila
tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negdalam keadaan
bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlakua pavaktu
terjadinya bencana alam nasional, sebagai penguangndak pidana
korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaansdsin monetet’

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudagéam era ini,
korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah mdaldbentuk

penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan keruggary dialami negara

> Arief, S,Kamus Hukumhim 371, yang dimaksudRequisitoit adalah Uraian tuntutan
Jaksa, tuntutan hukuman.

® Chaerudin (et all)Qp.Cit, him. 19

’ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999\bNo. 20 Tahun 2001, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dapatiaipastikan saat ini
jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Padahumnya
penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk grayubribry) maupun
penerimaan komisi secara tidak sakicKkback} yang dilakukan oleh
pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerirjpalblic powe)
maupun kuasa ekonomedonomic power karena kekuasaann ini pada
dasarnya diperoleh dari masyarakat, maka penyataagu pun akan
berdampak sangat luas. Munculnya faktor-faktor kémdialam pencegahan
dan pemberantasannya dari status pelaku, makatpidana korupsi dapat
dikategorikan sebagaioffences beyond the reach of the "awipologi
kejahatan ini dinamakanrvisible crimé, suatu istilah yang menunjukkan
adanya prosedur yang sulit dalam hal pembuktian tdagginya tingkat
profesionalitas pelaku. Kejahatan semacam ini gkailn berlindung di balik
asas legalitas sebagai prinsip yang dipegang tdglam penegakan hukum
pidana Indonesia. Bahkan dengan mengamati dampa§ gaimbulkan,
korupsi adalah kejahatan yangxtra ordinary crimg dan penanganannya
pun harus éxtra ordinary enforcemeiht mengingat banyaknya perkara
korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertanganara baik.

2. Analisis Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999j0.No. 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.T2hun 2001
mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidart@adap pelaku korupsi,
yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapldengan frase
“keadaan tertentu”. Berdasarkan uraian pada ba@iRenjelasan”, dapat
disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidan@atap pelaku korupsi
adalah (1) tindak pidana korupsi dilakukan terhadapa yang diperuntukkan
bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) tindakhgi&arupsi dilakukan
terhadap dana yang diperuntukkan bagi penangguilargencana alam
nasional, (3) tindak pidana korupsi dilakukan tddm dana yang
diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerussbaral yang meluas, (4)

® Chaerudin (et all)Qp.Cit, him. 20-21
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tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana ydigeruntukkan bagi
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dartirffak pidana korupsi
dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Apabadlah satu faktor
tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaausktindak pidana korupsi
di sidang pengadilan maka sang pelaku layak diveigjan pidana mati.

Telah dikemukakan bahwa dalam perspektif Hukum rRadéslam,
Pasal 2 ayat (1) merupakdomainkriminalisasita’zir sehingga Pasal 2 ayat
(2) pun juga masuk dalam cakupan kriminalis&szir. Dalam kaitannya
dengan kriminalisadl’zir, pemberatan sanksi pidana bagi suatu tindak pidana
merupakan bagian dari diskresi hakim atau pemdérinta bisa saja
menetapkan pemberatan pidana berdasarkan alasam-&datentu yang sejalan
dengan maslahdt.Maksud diskresi adalah kemungkinan menentukanisend
keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinbags alternatif’

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sejauh dalamgkup
kriminalisasi ta’zir, pidana mati memang dimungkinkan untuk
ditetapkan/dijatunkan bagi tindak pidana terten&ngy sangat dahsyat efek
destrukanya. Meskipun demikian, pidana mati sebagai sapldnata’zir
tetap diperselisihkan oleh para Ulama figih, di maebagian Ulama tidak
membolehkan secara mutlak penerapan pidana matigaelsanksi pidana
ta’zir dan sebagian lagi melegitimasi pidana mati sebsayaksi pidanaa’zir
dengan persyaratan tertentu, antara lain, kedarsyatek destruksi yang
ditimbulkannya. Dalam kaitan dengan Pasal 2 ayat di2 atas, terdapat
persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu garbkarupsi untuk dijatuhi
pidana mati, di mana persyaratan tersebut memedmitdria kedahsyatan efek

destruksiyang ditimbulkannya. Dengan demikian, di dalamaP&sayat (2)

° Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundandadgan Pidana
Khusus di IndonesjdBadan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hir891110

Ibid., him. 118

"' Roeslan SaleH)ari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidardiakarta : Sinar Grafika,
1988, him. 155
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UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tdakatkandug aplikasi
maslahat berupjalb al-manafi’dandar’ al-mafasid®?

é\m\ s e r,\u iz 253

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meramkslahatn”

Imam Izzuddin bin Abd Al-Salam menggunakan ungkdpan yaitu:

@J\ WAESR: L;J\JJ‘A\ }53

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraihnfiaaat”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu wamga kita
dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatanrataih kemaslahatan,
maka yang harus didahulukan adalah menolak kenmattsadKarena dengan
menolak kemafsadatan berarti kita juga telah mekarhaslahatan. Sedangkan
tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraihds&ahatan di dunia dan
akhirat??

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan marseslangkan
mafsadahmengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manégia. yang
disebut dengamaslahatmemiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan Wiea,
yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah seblagakut:

a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannyaamenggashid al-syari’ah
dalil-dalil Kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangata,
dan kaidalkulliyah hukum Islam.

b. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat padaysebhesar masyarakat,
bukan pada sebagian kecil masyarakat.

c. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukardat@ngkan kesulitan

dalam arti dapat dilaksanakan.

2 Asmawi,Op.Cit, him. 118-119
13 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam daiaMenyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktidakarta: Kencana, 2007, him. 164-165
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Naal ke-7
Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MLOI2005
memberikan kriteria sebagai berikut:

a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapdinyan syari’ah
(maqashid al-syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya
lima kebutuhan primefal-dharuriyat al-khams)yaitu: agama, jiwa, akal,
harta, dan keturunan.

b. Kemaslahatan yang dibenarkan olgjariah adalah kemaslahatan yang
tidak bertentangan dengaash

c. Yang berhak menentukkan maslahat dan tidaknya sesmenurutsyariah
adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidaregiah dan

dilakukan melalui ijtihagama’i.**

B. Karakteristik Pemidanaan dan Reformulasi Hukumaigi Bé&ruptor Menurut
Hukum Islam.
1. Karakteristik Pemidanaan Menurut Hukum Islam
Riset terhadap fenomena kriminal dan hukum pidaadaeberapa

dekade terakhir ini telah membuahkan pemikiran geningnya sifat rasional
dalam pemberian hukuman yang lain selain dua asigkusi dan penjeraan.
Dan perhatian para ahfihenomenologynodern sekarang ini tampak lebih
tertuju pada sifat reformasieformatior) dari suatu hukum pidana. Bagi para
kriminolog, reformasi itu sendiri lebih sinonim dgm arti “pengobatan”
(cure). Kecenderungan ini lebih didasari oleh suatu peéam bahwa orang
yang melakukan tindak kriminal itu tidak lagi tegi#ypandang sebagai “orang
yang jelek” akan tetapi “orang yang sakit’. Argumerereka adalah bahwa
ibarat orang yang sakit, orang yang melakukan kadapidana itu sangat
membutuhkan pertolongan. Penekanan kepada aspekmesi dalam
hukuman inilah yang sekarang banyak mewarnai sistekom pidana yang

berlaku di hampir semua negara Barat. Walaupurraeearitis teori hukuman

" Ibid., him. 165
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ini masih dalam perdebatan antara yang pro darr&obanyak negara Barat
cenderung kepada filsafat hukuman seperti°ini.

Kerangka epistimologis ini berimbas pada bentukidderhukuman
yang tidak berupa siksaan badaniyabrporal punishmentdan pelaksanaan
hukumannya pun lebih berfokus pap@rsonsi pelaku kriminal tanpa harus
melibatkan orang lain yang tidak tersangkut tindaKaiminal tertentu.
Karenanya bentuk hukuman yang paling sering dij@ohadalah hukuman
kurungan/penjara. Hukuman-hukuman badaniyah sepmthbukan atau
siksaan badan lainnya sudah tidak dipraktekkan kdagn hukuman itu pun
tidak perlu lagi dilaksanakan di depan persaksiangbanyak®

Bagaimana kemudian sikap para ulama terhadap fereomasi,
kebanyakan para ahli Hukum Pidana Islam tampakngasihmcenderung
kepada pandangan bahwa dalam bentuk-bentuk hukyaramn sudah diatur
secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadits ma#laktimungkin dicarikan
justifikasi untuk merubahnya. Artinya dalam hal bmanhududdanjinayat,
filsafat reformasi hukuman tidak bisa dijadikan sala pembenar untuk
merubah bentuknya. Dengan kata lain bahwa secastineglogi, argumen
religious idealism(bahwa semua bentuk hukuman yang dikemukakan dalam
al-Qur'an dan Hadits tidak bisa diubah karena mekap ketentuan Tuhahj.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum maka emera
hukuman dalam sistem peradilan Islam juga haruasditkan pada beberapa
asas peradilanPertama asas legalitas, di mana hukuman hanya diterapkan
setelah adanyaashyang mengatut® Hal ini didasarkan pada surat al-Isra’-15:

PN OF e el S[ IO Tg7Fe PRk &IIO%
20 T ONOKROMHAGCNWw ONO®IF&L, SO
crO&7OMEHEN O NN o AO# IR ee (=B
€00 <O NwHK€O VOKO+= <+¢0
o OCGA@N o 2% dm S[3X X2 17&:% YA

* Moh Khasan,Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Mrem Hukum
Pidana Islam Semarang : IAIN Walisongo, 2011, him. 87-88

*® Ibid., him. 88

Y Ibid., him. 89

*® Ibid., him. 90
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R&R=D> 724 GR #R0O ¢xvRNEEEerORIDIRE
ERANS C+A<CROO
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah lafd] Maka
Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatanhydi sendiri; dan
barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia &drdesgi (kerugian)
dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak atamemikul dosa orang
lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kaminurtes seorang rasuf*®

Dari ayat tersebut lahirlah kaidah:

oA 3555 4 ED JBY &
“Sebelum adanash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan oomagg

yang berakal sehat’(maksudnya, tidak ada perbuatakallaf yang dapat
dihukum kecuali setelah adanya ketentoash)

Kedug asas kemaslahatan umat, artinya setiap hukumarg ya
diterapkan harus mengandung empat aspek:

a. Aspek retribution, yaitu bahwa dalam pemidanaan harus termuat unsur
pembalasan bagi pelaku kejahatan. Jangka panjang@sgeek ini adalah
pemberian perlindungan terhadap masyarakat aoasal defence®

b. Aspek special prevention artinya pencegahan bagi terpidana dari
kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya. Dalapeka#ni secara
implisit terkandung nilaitreatment sebab tercegahnya seseorang dari
berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipadatau timbul dari
kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

c. Aspek general prevention yakni tercegahnya masyarakat luas dari
kemungkinan terpengaruh terpidana untuk melakukgahlatan.

Ketiga asas keadilan yang merata, artinya bahwa hukunusha
ditegakkan secara adil dengan tidak memihak kepaldé satu golongan.

¥ Mushaf Al-Quran dan Terjemah DEPAG, Rékarta: al-Huda, 2002l{Isra’-15)

*® Contohnya adalah hukugishashyang dapat menjamin kelangsungan hidup. Hukuman
mati (@ishash merupakan ekspresi bentuk keadilan yang tertjrgmjiena di dalamnya termuat
keseimbangan antara dosa dan hukuman. Ketinggian keadilan dan kemanusiaan pada
hukuman mati hanya dapat disadari oleh mereka lgarakal sehat dan lurus.

I Moh, KhasanQp.Cit, him. 92
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Keempat asas pencegahan dari perbuatan jahat. Yakni yesag
diberlakukan dalam rangka mencegah agar pelakin&iza tidak mengulangi
kejahatannya setelah menerima sanksi pidana, dzinmtasyarakat luas agar
tidak melakukan perbuatan kejahatan sefdpa.

Kelima, asas pertanggungjawaban pidana. Artinya dalam nsiste
peradilan Islam bahwa setiap orang harus bertamggawab atas perbuatan
pidananya.

Allah tidak memasukkan penjara sebagai bagian skmksi hukum
yang dibatasi-Nya karena pada satu sisi bentuk ssamk diserahkan
sepenuhnya kepada manusia. Pada sisi lain, hukpergara pada hakekatnya
adalah bentuk hukuman yang merendahkan kemuliaarusiza karena hal
paling berharga bagi mereka adalah kebebasan. Adagong tangan adalah
sanksi hukum maksimal bagi pencurian, sebagaimakanian mati adalah
sanksi hukum maksimal bagi pembunuhan. Oleh karnéma penerapan

keduanya termasuk bagian yang memiliki syarat-$yeag sangat khusas.

2. Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukunaisl

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanamdundern, karena
itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang daratentram. Mengingat
kejahatan pada abad modern ini sangat terorgadesngan baik, maka
pendapat para ulama klasik tentang ketentuan d#as h@yarat)jarimah
hirabah perlu dikaji ulang, terutama yang berkaitan dengparat tempat dan
sasaranHirabah tidak hanya dan tidak selalu terjadi di tempatgyguh dari
keramaian. Secara teknis dan historis, sejaredbah mungkin sebagaimana
digambarkan oleh para ulama, yaitu di tempat-terppag jauh dari keramaian
supaya si korban tidak ada peluang untuk mendapaieolongan dari orang
lain. Namun pada saat ini, seiring dengan kemapsman, jarimathirabah

justru dilakukan di tempat yang ramai, bahkan digtd kota seperti di

? Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa pemidanaandéstam pada prinsipnya
mengandung dua aspek, yakni pencegabbra@’u wa al-zajr) dan aspek pendidikaalfishlah
wa al-tahdzib

> Moh, KhasanQp.Cit, him. 94
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perbankan, pusat pertokoan, bahkan di lembaga-gmpamerintah. Dengan
penguasaan kekuatan, dengan dukungan alat dartasgajag canggih, para
perampok dapat dengan leluasa dan terencana malalkaksinya sehingga
mampu menebar ancaman dan teror di tengah masyal@kanegara. Dalam
konteks ini maka sesungguhnya sasaran dilakukaheya@hatan itu tidak

semata-mata untuk menguasai harta atau barang daamgnamun juga

sasaran yang bersifat ancaman kolektif berupa ,tesabotase, gangguan
ketertiban dan keamanan termasuk ancaman terhagtem skeuangan, atau
bentuk-bentuk sasaran lain yang berakibat jatutkoyban, baik jiwa, harta

maupun kehormataft.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsrupakan
tindakan yang bertentangan dengan prinsip kea¢dllaladalah), akuntabilitas
(al-amanah, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala damegétifnya
yang menimbulkan berbagadistorsi terhadap kehidupan negara dan
masyarakat dapat dikategorikan termasuk dalam ptabfasad kerusakan di
muka bumi, yang amat dikutuk Allah SWT.

Secara harfialiasad berarti kerusakan atau lawan dari kebaikan dan
kedamaian, setiap perbuatan yang bertentangan miemgesip kebaikan dan
kedamaian disebut dengaiasad®® Segala perbuatan yang menyebabkan
hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup,tisepambuat teror yang
menyebabkan orang takut, membunuh, melukai, dan gamebil atau
merampas harta orang lain. Oleh karena itu, berkiasgpendapat tersebut,
korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisetengga pelaku korupsi
dikategorikan melakukajnayah kubra(dosa besafy.

Penetaparhirabah sebagai sebugarimah didasarkan pada al-Qur'an

surat al-Maidah ayat 33:

**Ibid., him. 107-108

® Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah,Figh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan
Mataram, 2003, him. 308

*® Kadar M. Yusuf Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukidakarta : Sinar
Grafika Offset), 2011, him. 330

*” Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq AmrullahQp.Cit, him. 308
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yamgenangi Allah dan
rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, Hahymereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki merettangan bertimbal
balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat ked@ammya). yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka diduniay daakhirat mereka
beroleh siksaan yang besZr,

[414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan cdm Wri; dan

kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri &aki kanan.

Para imam madzab berbeda pendapat dalam hal saagsipelaku
hirabah Akar perbedaan pendapat tersebut terletak pacidapgan terhadap
huruf athaf “aw litanwi’ artinya perinciarf® Jika hanya mengambil harta dan
membunuh ia dihukum salib, jika tidak mengambiltédaretapi membunuh, ia
dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengaksagpadan tidak
membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan alarsé&cara bersilang.
Jika hanya menakut-nakuti maka hukumannya pefjavenurut Imam Malik,
sanksihirabah diserahkan kepada imam untuk memilih salah sakwrhan

yang tercantum dalam ayat tersebut sesuai dengaaskshatan.

*® Musshaf Al-Qur'anQp.Cit, (al-Maidah : 33

* Sayyid Sabig, Alih bahasa oleh : Nor Hasanudiitjh Al-Sunnah Juz JICet 2,
Jakarta : Pena, 2007, him. 400

% Qamaruddin Shaleh (dkk)Ayat-Ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an,
Pedoman Menuju Akhlag MusliBandung : CV Penerbit Diponegoro, 2002, him. 195
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Imam Malik berpendapat bahwaw’ dalam ayat tersebut berfungsi
sebagaitakhyir (pilihan). Maka para imam dapat memilih alternalidntara
empat hukuman yang ditetapkan al-Qur’an, yaitu mgu mati, salib, potong
tangan dan kaki secara bersilang, atau hukumanapgmggn. Namun tidak
boleh menggabungkan sanksi-sanksi tersebut seemanba-sam#.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyyah bpglaku yang
mengambil harta dan membunuh maka hukumannya ad@dakum mati lalu
disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifaii| amri dapat memilih
apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dilnuknati dan disalib,
ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan l@kiya dulu, atau
disalib saja’

Akan terasa adil manakala hukuman mati diteraplepaéta siapapun
yang membahayakan umat dan sekaligus merusaknyertis&kejahatan
korupsi, narkoba, dan sejenisnya. Kejahatan korgpbiagaimana saat ini
banyak dibicarakan orang merupakan kejahatan yasmgpdknya sangat
dahsyat, yakni dapat menyengsarakan umat secaranumasyarakat yang
seharusnya dapat menikmati kesejahteraan, baikpdefasilitas umum
maupun bentuk pelayanan lainnya, harus tidak deqeatikmatinya. Bahkan
akibat dari korupsi tersebut, masyarakat harus nggag biaya yang
semestinya dapat dibiayai dengan harta yang dikemsgbut>

Justru yang lebih parah lagi ialah rusaknya seaddiskehidupan umat
dan mental bangsa. Uang yang dengan susah payammikan dari
masyarakat melalui pajak misalnya, kemudian dijatahgan begitu enaknya
oleh orang-orang yang sama sekali tidak memikitkgpentingan pihak lain.
Nah, kejahatan korupsi seperti itu sudah sepantasmgndapatkan hukuman
berat, dan bahkan dalam tingkatan tertentu sudatapaihukum mati. Kalau
kemudian ada pihak yang menentangnya dengan &tbSisl) maka kita coba

memberikan pengertian kepada mereka bahwa apadikykan oleh para

*! Sayyid SabigQp.Cit, him. 402

* Ibid.

* Muhibbin Noor, Tegakkan Hukum dan Lawan KorupSiemarang : PT PUSTAKA
RIZKI PUTRA, 2013, him. 401
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koruptor tersebut sama sekali tidak mengindahkanMHAenapa ketika
menghukumnya harus dengan pertimbangan H&M?

Jadi seperti yang telah dipaparkan di bab-bab setsia bahwa perlu
adanya reformulasi hukuman bagi para koruptor nmgyagikorupsi dewasa ini
telah menjadi tindak pidana luar biagxtfa ordinary crimg Majelis hakim
pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuseberat-beratnya kepada
koruptor kakap, bahkan hukuman mati. Bahkan MUhjagerekomendasikan
kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka jugashenembersihkan fasilitas
publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panthas, dan sebagainya untuk
memberi efek jera dan mencegah masyarakat agdr meagikuti jejak para

koruptor.

* Ibid.



